EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

KHAIRUL ISMED
7647121413

Disertasi yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Doktor

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2019






BUKTI PERSETUJUAN HASIL PERBAIKAN DISERTASI

SETELAH UJIAN TERTUTUP
Nama : Khairul Ismed
No. Registrasi 1 7647121413
Program Studi : Ilmu Manajemen - MSDM
No. NAMA TANDA TANGAN | TANGGAL
1. | Prof. Dr. Ir. Ivan Hanafi, M.Pd @
(Ketua) H[g ﬁ@’]
2. | Prof. Dr. Hamidah, SE., M.Si. 9/ e (3019
(Sekretaris/Ko-Promotor )
3. | Prof. Dr. Wibowo, S.E., M.Phil. ‘\ I [ 'S L3 y Cf
(Promotor) /é
"l
4. | Prof. Dr. Dedi Purwana, M.Bus. M
(Penguji) é/ 2017
N
5. | Prof. Dr. Burhanuddin Tola, M.A. Lq
(Penguji) LY ‘ 5
6. | Dr. Ari Saptono, M.Pd.
i \ —( 77 | 9
(Penguji) o g
7. | Prof. Dr. Payaman Simanjuntak, APU . ' .
; 3 Agusho
(Penguji Luar)
i

il






PERSETUJUAN PANITIA UJIAN
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TERBUKA DISERTASI/

PROMOSI DOKTOR
Promotor Ko-Promotor
Prof. Dr. Wibovg), S.E., M.Phil. Prof. Dr. Hamidah, SE., M.Si.
Tanggal: lg"l‘l ...... Tanggal: l9(08f90l9
NAMA TANDA TANGAN TANGGAL

-/\/A:Mu o(,Q%r-L 1309 [2009

Prof. Intan Ahmad, Ph.D e s

(Ketua)!

\,\'_, 08 .20
Prof. Dr. Hza Mayanl, MA.  culbsmveminosssssasivie 5,2& g 8 .......... 9
(Sekretaris)?
Nama : Khairul Ismed

No. Registrasi : 7647121413
Tgl. Lulus : 8 Agustus 2019

DPIt. Rektor Universitas Negeri Jakarta
2 Plt. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta






EVALUASI IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi implementasi kebijakan sistem
pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat setelah diterbitkannya Undang-
undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode yang digunakan
adalah deskriptif explanatory dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan
menggunakan Model Evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Teknik
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, forum grup diskusi (FGD) dan
dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis
interaktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan sistem
pengawasan ketenagakerjaan belum berjalan secara optimal antara lain karena dari sisi
kontek terdapat perdebatan terkait landasan hukum penyelenggaraan pengawasan
ketenagakerjaan. Dari sisi masukan yaitu sumber daya pengawasan ketenagakerjaan
yang sangat terbatas, seperti jumlah dan profesionalisme pegawai pengawas
ketenagakerjaan yang rendah, mekanisme pengawasan ketenagakerjaan masih bersifat
konvensional dan anggaran pengawasan ketenagakerjaan yang masih rendah. Dari sisi
proses yaitu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan masih bersifat konvensional
Sedangkan dari sisi output (hasil) yaitu belum optimal penerimaan dan penerapan secara
bersama (tripartite) norma ketenagakerjaan oleh pengawas ketenagakerjaan, pengusaha,
dan pekerja. Akibatnya, masih banyak pelanggaran norma ketenagakerjaan dan kejadian
kecelakaan kerja. Oleh sebab itu, disamping perlu peningkatan Sumber Daya Manusia
secara kuantitas dan kualitas serta kecukupan anggaran, perlu penyempurnaan
mekanisme pengawasan dan dukungan sarana kerja berupa perangkat informasi
(Information), komunikasi (Comunication), dan teknologi (Tegnology).

Kata kunci: Evaluasi, Implementasi Kebijakan, Pengawasan Ketenagakerjaan

vii



EVALUATION OF POLICY IMPLEMENTATION
FOR LABOR INSPECTIONS SYSTEM

Abstract

This research is intended to evaluate the implementation of the labor inspection system
policy in West Java Province after the issuance of Law Number 23 of 2014 concerning
Regional Government. The research methodology used is descriptive explanatory with
descriptive qualitative approach using the CIPP Evaluation Model developed by
Stufflebeam, while the methods of data collection in this research are including
observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques in this
research uses an interactive analysis model. The results of this study indicate that the
implementation of labor inspection system policies has not been running optimally,
partly because of the context of the debate regarding the legal basis for the
implementation of labor inspection. From the input side, there are very limited labor
inspection resources, such as the number and professionalism of labor inspector
employees, labor inspection mechanisms are still conventional and labor inspection
budgets are still low. From the aspect of the process, namely the implementation of labor
inspection is still conventional. While in terms of output that is not optimal acceptance
and application together (tripartite) labor norms by labor inspectors, employers, and
workers. This resulted in many violations of labor norms and work accidents that
occurred in West Java Province. Therefore, besides increasing the Human Resources in
terms of quantity and quality as well as the adequacy of the budget, the government also
need to improve the mechanism of supervision and to support the work facilities in the
form of information, communication, and technology equipments.

Keywords: Evaluation, Policy Implementation, Labor Inspection
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RINGKASAN
A. Pendahuluan

Pekerja mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa.
Untuk itu diperlukan pekerja yang berkualitas tinggi, handal, produktif dan berdaya
saing. Pekerja handal yang produktif dan berdaya saing sangat dibutuhkan di era
globalisasi sekarang ini, terutama sejak akhir tahun 2015 yang lalu kita memasuki kerja
sama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Kualitas pekerja dipengaruhi juga oleh kualitas perlindungan tenaga kerja.
Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar
pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi
atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan
tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Kualitas tenaga kerja yang
rendah menyebabkan tenaga kerja kurang memahami bahkan tidak mengetahui hak dan
kewajibannya sebagai seorang pekerja. Hak-hak pekerja untuk memperoleh hak
perlindungan norma ketenagakerjaan telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Namun harus diakui bahwa perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia sekarang
ini belum sepenuhnya dapat terimplementasikan secara optimal. Hal ini ditandai dengan
masih banyak terjadinya pelanggaran norma ketenagakerjaan. Selama tahun 2018 data
Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang melanggar
norma ketenagakerjaan mencapai 24.163 perusahaan dari sebanyak 228.062
perusahaan.

Di Indonesia, pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan menjadi tugas
Kementerian Ketenagakerjaan khususnya pada Direktorat Jenderal Pembinaan dan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen
Binwasnaker dan K3) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 13 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan. Di setiap provinsi, pelaksanaan pengawasan
ketenagakerjaan menjadi tugas Dinas atau unit yang menangani bidang ketenagakerjaan,
tergantung pada Gubernur yang bersangkutan menetapkan susunan organisasinya. Di
Provinsi Jawa Barat menjadi tugas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa
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Barat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat nomor 78
Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Kegiatan pembinaan dan pengawasan di bidang
ketenagakerjaan secara operasional dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang
diangkat dalam jabatan fungsional.

Khususnya di Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2018 tercatat sebanyak 174 orang
Pengawas Ketenagakerjaan, terdiri dari 131 orang pengawas ketenagakerjaan umum,
dan 43 orang pengawas ketenagakerjaan spesialis. Pengawas Ketenagakerjaan yang
memiliki predikat Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) di Provinsi Jawa Barat tercatat
sebanyak 45 orang dari 174 orang pengawas ketenagakerjaan (Kementerian
Ketenagakerjaan, 2018).

Terciptanya perlindungan ketenagakerjaan, termasuk kepatuhan pengusaha,
menerapkan norma ketenagakerjaan serta tidak terjadi kecelakaan kerja (zero accident)
harus menjadi spirit para pengawas ketenagakerjaan. Dalam rangka mewujudkan spirit
tersebut, peneliti merasa terdorong untuk melakukan kajian ilmiah mengenai evaluasi
implementasi kebijakan sistem pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia.

Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan dibatasi
di Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Barat, dengan sub fokus: 1) Landasan hukum kebijakan sistem
pengawasan ketenagakerjaan; 2) sumber daya sistem pengawasan ketenagakerjaan; 3)
Implementasi kebijakan sistem pengawasan ketenagakerjaan; dan 4) Ketercapaian hasil
kebijakan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan
sistem pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat, ditinjau dari sisi landasan
hukum, sumber daya, pelaksanaan kebijakan, ketercapaian maupun kebermanfaatan
sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Penelitian ini menjadi sangat signifikan karena penelitian evaluasi implementasi
kebijakan sistem pengawasan ketenagakerjaan di provinsi Jawa Barat belum pernah
dilakukan sebelumnya. Signifikansi dari penelitian ini akan dilihat dari sudut pandang
tiga pihak yang berkepentingan dalam implementasi kebijakan sistem pengawasan
ketenagakerjaan di provinsi Jawa Barat yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,



Pengawas Ketenagakerjaan, dan perusahaan (pengusaha).

Sudah banyak peneliti sebelumnya meneliti menggunakan pendekatan model
CIPP namun dengan demikian penelitian evaluasi implementasi kebijakan sistem
pengawasan ketenagakerjaan belum diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga evaluasi
implementasi kebijakan sistem pengawasan ketenagakerjaan dan hasilnya dapat
dijadikan acuan utama dalam meningkatkan efektivitas pengawasan ketenagakerjaan
dengan memanfaatkan perangkat teknologi komunikasi dan informasi mutakhir berbasis
digital sebagai upaya dari pengawasan ketenagakerjaan yang professional.

Dari beberapa teori evaluasi oleh para ahli terdapat persamaan prinsip bahwa
evaluasi adalah proses kegiatan secara sistematis untuk mengumpulkan menganalisis
dan menyajikan informasi, menilai dengan membandingkan dengan indikator evaluasi
dan teori yang menunjang.

Secara etimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang
berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk
mencapai tujuan kebijakan. Implementasi intinya adalah kegiatan untuk
mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para
implementer kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan
tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah agar sebuah kebijakan

dapat mencapai tujuannya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan
Model Evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Model CIPP adalah model
evaluasi yang memandang program atau kebijakan yang dievaluasi sebagai sebuah
sistem. Model evaluasi CIPP ini direkomendasikan sebagai kerangka kerja sistematis
yang memberi petunjuk kepada pembuat konsep, desain, implementasi, dan penilaian
pelayanan dan menyediakan umpan balik, serta penilaian terhadap efektivitas projek

untuk perbaikan selanjutnya.

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil temuan penelitian tentang implementasi kebijakan sistem
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pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat, dapat dirumuskan kesimpulan
berikut:

1.

Aspek konteks terkait landasan hukum meliputi dokumen landasan hukum, visi, misi,
tujuan dan sasaran dinyatakan efektif. Hal ini dilihat dari kecenderungan jawaban
informan sebanyak 52,84 persen menyatakan efektif dan 19,32 persen menyatakan
sangat efektif terhadap landasan hukum implementasi kebijakan sistem pengawasan
ketenagakerjaan.

Aspek input terkait sumber daya pengawasan ketenagakerjaan yang meliputi
perencanaan kegiatan, mekanisme kerja pengawasan ketenagakerjaan, sumber daya
manusia pengawasan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana pengawasan
ketenagakerjaan, dan anggaran operasional pengawasan ketenagakerjaan dinyatakan
efektif. Hal ini dilihat dari kecenderungan jawaban informan sebanyak 40,83 persen
menyatakan efektif dan 33,50 menyatakan sangat efektif terhadap sumber daya
implementasi kebijakan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Aspek process terkait pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan meliputi proses
pembinaan norma ketenagakerjaan, pemeriksaan norma ketenagakerjaan baik
pertama, berkala, ulang, dan khusus, pengujian objek teknis/peralatan keselamatan
dan kesehatan kerja, penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan, dan pelaporan
individu dan unit kerja dinyatakan efektif. Hal ini dilihat dari kecenderungan jawaban
informan sebanyak 48,49 persen menyatakan efektif dan 42,19 persen menyatakan
sangat efektif terhadap implementasi kebijakan sistem pengawasan ketenagakerjaan.
Aspek product terkait hasil pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan meliputi
peningkatan pemahaman dan ketaatan pengusaha dan pekerja terhadap aturan
perundangan ketenagakerjaan, pelaksanaan nota pemeriksaan dan pengujian sesuai
dengan waktu yang ditetapkan oleh perusahaan, dan pelaksanaan berita acara
penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh
perusahaan dinyatakan efektif. Hal ini dilihat dari kecenderungan jawaban informan
sebanyak 72,35 persen menyatakan efektif dan 21,59 persen menyatakan sangat
efektif terhadap implementasi kebijakan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Kebijakan yang membuat implementasi pengawasan tidak optimal adalah:
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a. Ketentuan yang menarik tenaga Pengawas ketenagakerjaan di bawah
Pemerintah Provinsi. Pemerintah daerah sering mengalihtugaskan tenaga
pengawas ketenagakerjaan yang telah dipersiapkan.

b. Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan yang terbatas, dan juga dengan
keterbatasan mengoperasikan teknologi informasi.

6. Kebaruan dari penelitian ini adalah:

a. Penerapan model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Daniel L.
Stufflebeam pada evaluasi implementasi kebijakan sistem pengawasan
ketenagakerjaan.

b. Penggunaan sistem informasi (Information), komunikasi (Communication) dan
teknologi (Technology) dalam pelaksanaan tugas pengawasan ketenagakerjaan.

c. Penyusunan model evaluasi implementasi kebijakan sistem pengawasan
ketenagakerjaan dengan memadukan teori evaluasi kebijakan Nugroho (2014)

dengan menggunakan analisis CIPP.

Berikut terkait hasil penelitian tentang implementasi kebijakan sistem

pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat, dapat direkomendasikan beberapa

hal sebagai berikut:

1.

Dokumen landasan hukum sistem pengawasan ketenagakerjaan perlu ditinjau
kembali yang terkait dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara
Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana
tertuang dalam lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, angka romawi I, huruf G mengenai Pembagian Urusan
Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, yaitu khususnya pada nomor 4 sub bidang
pengawasan ketenagakerjaan.

Sebaiknya Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat membentuk
kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan di Kabupaten/
kota atau 2 kabupaten/kota atau di setiap kawasan industri yang memiliki banyak
objek pengawasan ketenagakerjaannya agar laporan hasil pelaksanaan tugas dapat
diselesaikan dengan segera dan pengusaha maupun pekerja di Kabupaten/Kota dapat

lebih mudah untuk komunikasi dalam pengurusan Administrasi, salah satu contoh
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Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Hal ini mengingat jarak antara kota Bekasi
dengan Karawang yang cukup macet.

Beberapa rekomendasi terkait Sumber Daya Pengawasan Ketenagakerjaan di
lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yaitu
pertama, meminta komitmen pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat untuk
mendayagunakan pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang ada di lingkungan
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dan tidak memindahkan
pengawas ketenagakerjaan keluar unit pengawasan ketenagakerjaan. Kedua,
merekrut pegawai baru untuk mengisi lowongan jabatan fungsional pengawas
ketenagakerjaan.

Ketiga, menambah kuota kesempatan pendidikan dan pelatihan pengawas
ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Kementerian Ketenagakerjaan untuk calon pengawas ketenagakerjaan yang berasal
dari Provinsi Jawa Barat. Keempat, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah
Daerah Jawa Barat dapat melakukan pendidikan dan pelatihan pengawas
ketenagakerjaan secara swakelola yang bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan. Kelima, merubah pola pendidikan
dan pelatihan pengawas ketenagakerjaan dari sistem klasikal penuh selama empat
bulan menjadi sistem pendidikan dan pelatihan pengawas ketenagakerjaan on-line
berbasis website.

Untuk meningkatkan motivasi kerja pengawas ketenagakerjaan, perlu
diberikan reward dan funishment yang jelas kepada pengawas ketenagakerjaan.
Reward dapat berupa pemberian tunjangan fungsional yang besarnya seimbang
dengan beban dan resiko kerja yang dihadapi pengawas ketenagakerjaan. Pengawas
ketenagakerjaan perlu mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai resiko
ancaman pekerjaan. Sebaliknya apabila pengawas ketenagakerjaan terindikasi
melakukan pelanggaran hukum dalam melaksanakan tugas maka segera diberikan
tindakan tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pejabat Struktural di bidang pengawasan ketenagakerjaan seperti Kepala
Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Kepala Seksie Norma Kerja, Kepala Seksie
Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kepala Seksie Penegahan Hukum, dan Kepala
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan, dijabat oleh seseorang
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yang memiliki kompetensi teknis di bidang pengawasan ketenagakerjaan agar
pelaksanaan tugas bisa lebih cepat dan tepat.

Seluruh pengawas ketenagakerjaan diharuskan dan difasilitasi mengikuti
pelatihan peningkatan kompetensi (upgrading skill) setiap tahun, seperti
kemampuan teknis, kemampuan berbahasa asing, kemampuan psikologi
komunikasi, serta pemanfaatan sistem ICT (Information, Comunication,
Technology).

Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) diupayakan segera diterbitkan dan
diharapkan isinya merupakan panduan secara jelas dan detail tentang pelaksanaan
tugas pengawasan ketenagakerjaan agar seluruh pengawasan ketenagakerjaan di
Indonesia seragam dalan melaksanakan tugas, termasuk format laporan pemeriksaan
khusus maupun cara berkomuniksi dengan stakeholders.

Sarana Prasarana yaitu Gedung kantor diupayakan untuk segera direalisasikan
dan tidak terlalu jauh antara satu kabupaten dan yang lainnya sehingga bisa
melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya.

Tunjangan fungsional pengawas ketenagakerjaan diupayakan untuk
ditingkatkan disesuaikan dengan tingkat resiko, beban kerja dan jabatan pengawas
ketenagakerjaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pengawas
ketenagakerjaan dan menghindari terhadap pungutan liar maupun gratifikasi,
sehingga perlu peningkatan anggaran unit pengawasan supaya dapat mencukupi
untuk memenuhi tugas pokok dan/atau Standar Pelayanan Minimal.

Perlu revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pengawasan Ketenagakerjaan, sebab terdapat beberapa sanksi yang kurang tegas dan
banyak sanksi administrasi, sehingga pengawasan kurang leluasa dalam menindak
pelanggaran, dan khususnya Pasal 64, 65 serta 66 Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 perlu dihilangkan.

Dalam hal pelaporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmisgrasi Provinsi Jawa Barat
memanfaatkan website wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan yang telah

dibangun oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan perlu
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mengoptimalkan pemanfaatan jejaring pengawasan ketenagakerjaan yang telah
dibentuk.

Perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap efektifitas pelaksanaan pengawasan
ketenagakerjaan pada era otomasi.
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KATA PENGANTAR

Kualitas pekerja dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kualitas perlindungan
tenaga kerja. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak
dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi
atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan
tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Kualitas tenaga kerja yang
rendah menyebabkan tenaga kerja kurang memahami bahkan tidak mengetahui hak dan
kewajibannya sebagai seorang pekerja. Hak-hak pekerja untuk memperoleh hak
perlindungan norma ketenagakerjaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Namun harus diakui bahwa perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia sekarang
ini belum sepenuhnya dapat terimplementasikan secara optimal. Hal ini ditandai dengan
masih banyak terjadinya pelanggaran norma ketenagakerjaan. Selama tahun 2018 data
Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang melanggar
norma ketenagakerjaan mencapai 24.163 perusahaan dari sebanyak 228.062 perusahaan.

Terciptanya perlindungan ketenagakerjaan, termasuk kepatuhan pengusaha,
menerapkan norma ketenagakerjaan serta tidak terjadi kecelakaan kerja (zero accident)
harus menjadi spirit para pengawas ketenagakerjaan. Dalam rangka mewujudkan spirit
tersebut, peneliti merasa terdorong untuk melakukan kajian ilmiah mengenai evaluasi
implementasi kebijakan sistem pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia.

Secara metodologis, peneliti dalam melakukan pengamatan, wawancara dan
penggalian informasi serta penelusuran dan menganalisis dokumen dalam pendekatan

kualitatif, beberapa kali harus bekerja di lokasi layaknya seperti pegawai setempat,
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bertujuan menangkap jawaban lebh dalam mengapa dan bagaimana terselenggaranya
pengawasan ketenagakerjaan yang ada secara nyata di tengah kegiatan dan aturan
organisasi pemerintah.

Disertasi ini difokuskan pada evaluasi implementasi kebijakan sistem pengawasan
ketenagakerjaan dibatasi di Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan sub fokus landasan hukum
kebijakan sistem pengawasan ketenagakerjaan, sumber daya sistem pengawasan
ketenagakerjaan, implementasi kebijakan sistem pengawasan ketenagakerjaan, dan
ketercapaian hasil kebijakan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Akhirnya, hasil penelitian ini dapat diungkapkan simpulan awal bahwa
implementasi kebijakan sistem pengawasan ketenagakerjaan di lingkungan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmisgrasi Provinsi Jawa Barat mulai dari penyusunan rencana
kerja, pelaksanaan pengawasan, hingga pelaporan sudah dilaksanakan sesuai standar
operasional prosedur pengawasan ketenagakerjaan namun masih dikerjakan secara
konvensional. Untuk itu dengan ada kemajuan teknologi informasi komunikasi
disarankan seluruh rangkaian implementasi kebijakan sistem pengawasan
ketenagakerjaan dapat menggunakan teknologi informasi komunikasi tersebut.

Tiada hal yang sempurna, dengan kerendahan hati peneliti menghargai masukan
positif dan kritikan konstruktif agar karya ini dapat memberikan manfaat baik ilmu

pengetahuan maupun nilai tambah praktek kehidupan sehari-hari.
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